BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penerapan Asas Pengelolaan Keuangan
Desa di Desa Lawalu. pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada asas
partisipatifnya secara keseluruhan telah sesuai dengan indikator partisipatif
menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 bahwa pemerintah desa di Desa
Lawalu telah melibatkan masyarakat pada setiap tahapan. dan sudah efektif
dan terealisasi dengan hasil wawancara terhadap masyarakat dan Aparat Desa
Lawalu. Akan tetapi masih ada kekurangan dalam hal ini masyarakat yang
kurang mampu dalam mengutakan pendapat di depan umum dalam hal ini
pada saat rapat MusrenbangDesa.

Pada Asas Akuntabel secara keseluruhan telah sesuai dengan indikator
akuntabel menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 karena pemerintah desa
di Desa Lawalu telah mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa
kepada Bupati dan Camat melalui Dinas keuangan daerah setiap tahun
anggaran. akan tetapi masih memiliki kekurangan di Sumber Daya Manusia
karena tidak terlalu paham mengenai akuntansi dan penggunaan teknologi
komputer karena tidak semua Aparat Desa Lawalu yang memiliki tingkat

pendidikan tinggi paham akan penggunaan teknologi.



6.2 Saran
Peneliti menyaran bagi Pemerintah Desa Lawalu untuk melakukan.

1. Pelatihan kepada aparatur desa dalam penggunaan teknologi komputer dalam
hal ini terkait penggunaan aplikasi system keuangan desa (SISKEUDES) yang
dapat memudahkan penyaluran informasi.

2. Bagi penelitian selanjutnya peneliti menyarankan untuk menelaah
dokumen secara keseluruhan berkaitan dengan tahapan pengelolaan
keuangan desa, Vyaitu realisasi APBDes secara keseluruhan, RAB,
RPJMDes, dan buku kas panjar dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan

dapat menambah lingkup narasumber yang hadir saat musrembangdes.
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D. PERATURAN PERUNDANGAN-UNDAGAN
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Pasal 55 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa , Pasal 61 huruf a undang
—undang desa yang berbunyi badan permusyawaran Desa.

Peraturan pemerintah omor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanan undang-
undang omor 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014
Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa

Peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan pengelolaan
keuangan desa



Peraturan Bupati malaka nomor 9 tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan
penetapan rincian dana desa
Undang-Undang No 25 Tahun 2014 mengoptimalkan partisipasi masyarakat

Undang-undang nomor 23 tahun2014 tentang pemerintah daerah
Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 78-79 perencanaan pembangunan desa

Undang —undang nomor 6 tahun 2014 pasal 26 tentang kepala desa bertugas
menyelenggarakan pemerintahan desa

Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tercantum pada pasal 48

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 18 tentang kewenangan desa
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F. WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Petrus Bere selaku masyarakat
Wawancara Dengan Bapak Daniel Kehi S.Pd selaku Kepala Desa
Wawancara dengan Bapak Karlus Nahak Sebagai Ketua BPD
Wawancara dengan Bapak Yoseph Berek Sebagai Bendahara Desa
Wawancara dengan Bapak Stanis Fahik selaku masyarakat
Wawancara dengan Bapak Elias Bria sebagai Kaur Perencanaan
Wawancara dengan Ibu Ignasia Seuk S.1p sebagai Sekretaris
Wawancara dengan Bapak Herman Nahak selaku masyarakat
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